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LEMBARAN DAERAH 

KABUPATEN TANAH LAUT TAHUN 2011 NOMOR 2 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT 

NOMOR  2  TAHUN 2011 

TENTANG 

PAJAK SARANG BURUNG WALET 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI TANAH LAUT, 

Menimbang : a.  bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak 

Daerah dan Retribusi Daerah Pajak Sarang Burung Walet termasuk jenis Pajak 

Kabupaten/Kota; 

b. bahwa pajak daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang sangat penting 

guna membiayai pelaksanaan Pemerintahan Daerah; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu 

membentuk  Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut tentang Pajak Sarang Burung Walet; 

Mengingat :  1.  Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, 
Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan mengubah Undang - 
Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang - Undang Darurat Nomor 3 
Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 2756); 

2.  Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara 
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Republik Indonesia  Tahun   1981   Nomor  76,   Tambahan Lembaran   Negara  
Republik   Indonesia   Nomor 3209); 

3.  Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan 
Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419); 

4.  Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan 
Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53 
Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4389); 

5.  Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4437) yang beberapa kali diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 
2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4493) dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 
Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 

6.  Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah 
Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 
126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

7.  Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran 
Negara Republik 
Indonesia Nomor 5049); 

8.  Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1999 tentang Pemanfaatan Jenis Tumbuhan dan 
Satwa Liar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 15, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3803); 

9.  Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 13 Tahun 2008 tentang Organisasi 
Perangkat Daerah  Kabupaten Tanah Laut (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut 
Nomor 13 Tahun 2008, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 14); 
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Dengan Persetujuan Bersama 
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 

KABUPATEN TANAH LAUT 
Dan 

BUPATI TANAH LAUT 
 

MEMUTUSKAN : 
 

Menetapkan :  PERATURAN    DAERAH    TENTANG    PAJAK SARANG BURUNG WALET. 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan : 
1. Daerah adalah Kabupaten Tanah Laut. 
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan 

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip 
otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia 
sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 

3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai Unsur Penyelenggara 
Pemerintahan Daerah. 

4. Kepala Daerah adalah Bupati Tanah Laut. 
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanah 

Laut. 
6. Pejabat adalah Pegawai Negeri Sipil diberi tugas tertentu di bidang perpajakan sesuai dengan 

peraturan perundang-undangan yang berlaku. 
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7. Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang 
oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak 
mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi 
sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. 

 
8. Burung walet adalah satwa liar yang termasuk marga Callocalia, yaitu  Callocalia  fuchiaphaga, 

Callocalia  maxima, Callocalia esculenta dan Callocalia linchi. 
 

9. Pajak sarang burung walet adalah adalah pajak atas kegiatan pengambilan dan/atau pengusahaan 
sarang burung wallet. 

 
10. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau Badan yang dapat dikenakan Pajak. 

 
11. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan 

pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan perpajakan daerah. 

 
12. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya dapat disingkat SPTPD, adalah Surat yang 

oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek 
pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan perpajakan daerah. 

 
13. Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SSPD, adalah bukti pembayaran atau 

penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan 
menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat 
pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah, 

 
14. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD, adalah surat keputusan yang 

menentukan besarnya jumlah pajak yang terutang. 
 

15. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDKB, adalah surat 
ketetapan   pajak  yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah  kredit  pajak, jumlah 
kekurangan pembayaran pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok 
pajak, besarnya sanksi administratif, dan jumlah pajak yang masih harus dibayar. 
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16. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKPDKBT 
adalah  surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan. 

 
17. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, yang selanjutnya disingkat SKPDN, adalah surat ketetapan 

pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan jmnlah kredit pajak atau pajak 
tidak terutang dan tidak ada kredit pajak. 

 
18. Surat Tagihan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat STPD, adalah surat untuk melakukan 

tagihan pajak: dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda. 

BAB II 

NAMA, OBJEK, SUBJEK DAN WAJIB PAJAK 

Pasal 2 

(1) Dengan nama Pajak Sarang Burung Walet dipungut atas kegiatan pengambilan dan/atau pengusahaan 
sarang burung walet. 

(2) Objek pajak adalah pengambilan dan/atau pemanfaatan sarang burung walet. 

(3) Tidak termasuk objek pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah pengambilan sarang burung 

walet yang telah dikenakan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). 

(4) Subjek Pajak adalah Orang Pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau mengusahakan 

sarang burung walet. 

(5) Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pengambilan dan/atau mengusahakan 
sarang burung walet. 

BAB III 

DASAR PENGENAAN DAN TARIF PAJAK 

Pasal 3 

(1) Dasar pengenaan pajak adalah nilai jual sarang burung walet. 

(2) Nilai jual sarang burung walet sebagaimana dirnaksud ayat (1) dihitung berdasarkan perkalian antara 
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harga pasar umum sarang burung walet yang berlaku di daerah dengan volume sarang burung walet. 

Pasal 4 

 Tarif pajak sarang burung walet ditetapkan sebesar 5% (lima persen). 

BAB IV 

WILAYAH PEMUNGUTAN DAN TATA CARA PENGHITUNGAN PAJAK 

Pasal 5 

(1) Pajak yang terutang dipungut di wilayah Kabupaten Tanah Laut. 

(2) Besarnya pajak terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud Pasal 3 ayat (2) 
dengan tarif pajak sebagaimana dimaksud Pasal 4. 

BAB V 
MASA PAJAK, SAAT PAJAK TERHUTANG DAN SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK 

Pasal 6 

Masa Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) bulan kalender atau jangka waktu lain yang diaturdengan Peraturan 
Kepaia Daerah paling lama 3 (tiga) bulan kalender yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, 
menyetor, dan melaporkan pajak yang terutang. 

Pasal  7 
Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali bila Wajib Pajak 
menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender. 

 

Pasal 8 

Pajak terhutang dalam masa pajak terjadi  pada saat melaksanakan panen. 

Pasal 9 
(1) Setiap Wajib Pajak wajib mengisi SPTPD. 
(2) SPTPD sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta 

ditandatangani oleh Wajib Pajak atau kuasanya. 
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(3) Bentuk, isi dan tata cara pengisian SPTPD ditetapkan oleh Kepala Daerah. 

BAB VI 

TATA CARA PEMUNGUTAN 

Pasal 10 

(1) Pembayaran pajak dilakukan di Kas Umum Daerah atau tempat lain yang ditentukan oleh Kepala Daerah 
atau pejabat lain yang ditunjuk sesuai dengan waktu yang ditentukan dalam SPTPD, SKPDKBT, dan 
STPD. 

(2) Apabila pembayaran pajak dilakukan ditempat lain yang ditunjuk, hasil penerimaan pajak harus disetor ke 
Kas Umum Daerah selambat-lambatnya 1 x 24 jam masa kerja atau waktu yang ditentukan oleh Kepala 
Daerah atau Pejabat yang ditunjuk. 

(3) Wajib Pajak yang memenuhi kewajiban perpajakan sendiri dibayar dengan menggunakan SPTPD, 
SKPDKB, dan/atau SKPDKBT. 

Pasal 11 
(1) Pembayaran Pajak harus dilakukan sekaligus dan lunas. 
(2) Setiap pembayaran pajak diberikan tanda bukti pembayaran dan dicatat dalam bukti pembayaran dan 

dicatat dalam buku penerimaan. 
(3) Ketentuan sebagaimana dibawah ini diatur dengan Peraturan Bupati: 

a. bentuk, jenis, isi, dan ukuran tanda bukti pembayaran serta buku penerimaan; 
b. jatuh tempo pembayaran serta penyetoran pajak terutang serta jangka waktu pelunasan jumlah pajak 

terutang tambahan ; 
c. permohonan wajib pajak untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak, dengan dikenakan 

denda sebesar 2 % (dua persen) sebulan ;dan 
d. tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran, angsuran dan penundaan pembayaran pajak. 

 
 

Pasal 12 

(1) Surat teguran atau surat peringatan sebagai awal tindakan penagihan pajak dikeluarkan 7 (tujuh) hari 

sejak saat jatuh tempo pembayaran dan dalam 7 (tujuh) hari selanjutnya wajib pajak harus melunasi pajak 

terutang. 



8 
 

(2) Surat teguran atau surat peringatan sebagaimana dimaksud ayat (1) dikeluarkan oleh Kepala Daerah atau 

Pejabat lain yang ditunjuk. 

(3) Terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (1) yang tidak dllaksanakan oleh wajib pajak ditagih 

dengan surat paksa. 

BAB VII 

SANKSI ADMINISTRATIF 
 

Pasal 13 
 

(1)  SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diterbitkan: 
a. apabila berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain, pajak yang terutang tidak atau kurang 

dibayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan dihitung dari 
pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan 
dihitung sejak saat terutangnya pajak; 

b. apabila SPTPD tidak disampaikan kepada Kepala Daerah dalam jangka waktu tertentu dan setelah 
ditegur secara tertulis tidak disampaikan pada waktunya sebagaimana ditentukan dalam surat teguran; 

c. jika kewajiban mengisi SPTPD tidak dipenuhi, pajak yang terutang dihitung secara jabatan. 
(2) SKPDKBT  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (2)  huruf b diterbitkan jika ditemukan data baru 

dan/atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahah jumlah pajak yang 
terutang. 

(3) SKPDN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c diterbitkan jlka jumlah pajak terutang sama 
besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak. 

(4) Jumlah   kekurangan   pajak   yang   terutang   dalam   SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat 
(3) huruf a dan b dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan dihitung 
dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan 
dihitung sejak terutangnya pajak. 

(5) Jumlah   kekurangan  pajak  yang  terutang  dalam  SKPDKBT sebagaimana   dimaksud   pada   
ayat   (4)   dikenakan   sanksi administratif berupa kenaikan sebesar 100 % (seratus persen) dari 
jumlah kekurangan pajak tersebut. 

(6) Kenaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) tidak dikenakan jlka Wajib Pajak melaporkan sendiri 
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sebelum dilakukan tindak pemeriksaan. 
(7) Jumlah  pajak  yang. terutang  dalam  SKPDKB  sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c 

dikenakan sanksi administrative berupa kenaikan sebesar 25 % (dua puluh lima persen) dari pokok pajak 
ditambah sanksi administratif berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan dihitung dari; pajak yang 
kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak 
saat terutangnya pajak. 

Pasal 14 
(1) Dalam hal keberatan Wajib Pajak ditolak atau dikabulkan sebaglan, Wajib Pajak dikenai sanksi 

administratif berupa denda sebesar 50% (lima puluh persen) dari jumlah pajak berdasarkan keputusan 
keberatan dikurangi dengan pajak yang telah dibayar lebelum mengajukan keberatan. 

(2) Dalam hal Wajib Pajak mengajukan permohonan banding, sanksi udmlnlstratif berupa denda sebesar 50% 
(lima puluh persen) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dikenakan. 

(3) Dalam hal permohonan banding ditolak atau dikabulkan sebagian, Wajib Pajak dikenai sanksi administratif 
berupa denda sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah pajak berdasarkan putusan banding dikurangi 
dengan pembayaran pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan. 

BAB VIII 

KEDALUWARSA PENAGIHAN 
 

Pasal 15 
(1) Hak untuk melakukan penagihan pajak menjadi kedaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 5 (lima) 

tahun terhitung sejak terutangnya pajak, kecuali apabila Wajib Pajak melakukan tindak pldana di bidang 
perpajakan daerah. 

(2) Kedaluwarsa penagihan pajak sebagaimana dimaksud ayat (1) tertangguh apabila: 

a. diterbitkan Surat Teguran dan atau Surat Paksa; atau 

b. ada pengakuan utang pajak dari Wajib Pajak, baik langsung maupun tidak langsung. 
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BAB IX 

KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 16 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggai diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan 
penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut. 

 
Ditetapkan di Pelaihari 
pada tanggal 6 Januari 2011 
   BUPATI TANAH LAUT, 

 
    cap ttd 

 
 H. ADRIANSYAH 

Diundangkan dl Pelaihari 
pada tanggal 6 Januari 2011 

 plt. SEKRETARIS DAERAH 
 
 
 
 
 

 

 NOMOR 2 
 

 

ERAH LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT TAHUN 2011 


